BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur
mengenai Pengelolaan Keuangan Desa,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42); _

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2016 Nomor 3);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Daerah adalah Kabupaten Tegal.

Bupati adalah Bupati Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Tegal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Tegal. .

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
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Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD,
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan
PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas
PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang
ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan
belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan
belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA
adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

Dqkumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan
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dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun
anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah
Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
Inspektorat Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan

kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

kewénangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;



b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB
Desa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya
kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan
keputusan kepala Desa.

(5) Kepala Desa selaku PKPKD dapat diberikan honorarium yang besarannya
mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium Pengguna
Anggaran SKPD.

(6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setiap bulan
sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran dan
dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sesuai

dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
a. Sekretaris Desa;
b. Kaur dan Kasi; dan
c. Kaur keuangan.

Pasal §
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai
koordinator PPKD.
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan
perubahan APB Desa;
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB
Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa;
d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas
PPKD; dan
f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai
tugas:
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan



c. glelakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB
esa.

(4) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD dapat diberikan honorarium yang
besarannya mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD.

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setiap bulan
sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran dan
dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sesuai
dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 6

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai
pelaksana kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan.

{(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan

barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing
dan ditetapkan dalam RKP Desa.

(6) Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan
honorarium yang besarannya mengacu pada Peraturan Bupati Tentang
Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan
dengan honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan pada SKPD.

(7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari biaya
operasional kegiatan.

c
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Pasal 7

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa,
lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
a.. ketua; S
b. sekretaris; dan
c. anggota.



(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana
kewilayahan.

(4) Dalam hal di desa tidak terdapat pelaksana kewilayahan maka tim sebagaimana
di maksud pada ayat (1) berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa
dan/atau masyarakat

(5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat
penyusunan RKP Desa.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan
ganjil serta ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan honorarium yang
besarannya mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium Tim
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD.

(8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari biaya
operasional kegiatan.

Pasal 8

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ melaksanakan
fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
APB Desa.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

(4) Kaur Keuangan selaku Bendahara dapat diberikan honorarium yang
besarannya mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada SKPD.

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setiap bulan
sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran dan
dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sesuai
dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga
Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur

Pasal 9

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap
akhir kegiatan infrastruktur Desa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga
ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari
masyarakat Desa setempat.

(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepala Desa meminta bantuan kepada bupati melalui camat perihal kebutuhan
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan



kerja perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga
pendamping profesional.

(5) Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur berjumlah 1(satu) orang dan paling banyak 3
(tiga) orang.

(6) Susunan Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) apabila 2 (dua) orang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

(7) Susunan Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(S) apabila 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

(8) Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa dan dapat diberikan honorarium. ‘

(9) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk besarannya mengacu
pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium Panitia Pemeriksa
Hasil Pekerjaan pada SKPD.

Pasal 10
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara
memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan infrastruktur Desa.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga)
tahap meliputi:
a. tahap pertama, penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per
seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
b. tahap kedua, penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per
seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
c. tahap ketiga, penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per
seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
(3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada
setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan
pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatandapat diberikan biaya operasional kegiatan paling banyak
5% (lima per seratus) dari pagu anggaran kegiatan.

(2) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
dapat digunakan untuk biaya rapat, biaya perencanaan infrastruktur,
honorarium pelaksana kegiatan anggaran, honorarium tim pengadaan
barang/jasa, honorarium pemeriksa kegiatan infrastruktur, penyusunan dan
penggandaan laporan pertanggungjawaban, perjalanan dinas, alat tulis kantor,
papan informasi kegiatan dan prasasti kegiatan.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 12
(1) APB Desa terdiri dari:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
¢. pembiayaan Desa.



(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan
menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian
objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan
menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 13
Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 14
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu
semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa
dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Desa,
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.

Pasal 15

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Desa lain.

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi
hasil BUM Desadan/atau BUM Desa Bersama.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas
Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi,
dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

(S5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara
lain hasil pungutan Desa.

Pasal 16
(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b,
terdiri atas jenis:
dana Desa;
bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
alokasi dana desa;
. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
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(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e
dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan
paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh
per seratus).

Pasal 17 ,
Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf ¢, terdiri atas:
penerimaan dari hasil kerja sama Desa
i:enerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
bunga bank; dan
pendapatan lain Desa yang sah.
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Bagian Kedua
Belanja

Pasal 18
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yaitu
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 19
(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Dess;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan
huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa
yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam
sub bidang sesual dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 20
(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a
dibagi dalam sub bidang:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional
pemerintahan Desa;
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;



d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. pertanahan. o
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (1) huruf b dibagi
dalam sub bidang:
pendidikan;
kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang;
kawasan permukiman;
kehutanan dan lingkungan hidup;
perhubungan, komunikasi dan informatika;
energi dan sumber daya mineral; dan
. pariwisata;
(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (1) huruf c dibagi
dalam sub bidang:
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan kegamaan;
c. kepemudaan dan olah raga; dan
d. kelembagaan masyarakat
(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d
dibagi dalam sub bidang:
kelautan dan perikanan;
pertanian dan peternakan;
peningkatan kapasitas aparatur Desa;
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
dukungan penanaman modal; dan
g perdagangan dan perindustrian.
(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (1) huruf e dibagi
dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.
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Pasal 21
Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibagi dalam kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yangmerupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 22
Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jass;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.
Pasal 23

(1) B¢lanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dianggarkan
untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan
pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta
tunjangan BPD. ' h



(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 24
(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan
untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara
lain untuk:
a. operasional pemerintah Desa;
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
c. keglatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
d. operasional BPD;
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
" huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat Desa.
(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan Desa.

Pasal 25
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurufc, digunakan untuk
pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan menambah aset.
(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 26

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan
belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana
alam dan bencana sosial.



(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud p:alda(.1 ayat
(1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya
kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat. "

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakfan.upaya pemenuhan
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin. yang mengalami

kedaruratan.

Pasal 27

(1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana (Elimaksud dalam p.asal 2§ a.yat
(3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau se::angka.lan.pensuwa
yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(2) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Rasal 2§ a.yat
(3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian perishiwa
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

(3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana
alam dan bencana berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:
1. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;

2. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi;dan
3. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 28 .

(1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) adalah
adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana
dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya yang menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan segera.

(3) Kondisi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati
bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 29

(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5)
adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi; dan
diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan,
san.zlang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan
sosial.

(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang sama sekali tidak mempunyai
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(1)

(2)

(3)
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(1)

(2)
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sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak
bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desadan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30
Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang
berskala lokal Desa secbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah
dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.
Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui APB Desa dan/atau
Perubahan APB Desa.
Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), uraian rencana anggaran biayanya dibuat secara global
tanpa dirinci.
Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber
pendapatan yang dlanggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari
pengalihan belanja kegiatan lainnya pada Bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang belum
dilaksanakan yang dianggarkan dalam Perubahan APB Desa.
Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 31
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf
a, meliputi:
a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan
‘bangunan.



(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja,
dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya
dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan
kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 33
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b,
terdiri atas :
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

Pasal 34

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan Desa. |

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan pada rekening tersendiri.

(6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala
Desa.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 35

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b antara lain
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau
pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan
Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam
APB Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah
kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.



(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Modal BUMDesa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Pasal 36
(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau
lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten yang disalurkan melahi mekanisme APB Desa;

¢. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan
dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan
disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d.aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal
pada BUM Desa; dan/atau

b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk
penyertaan Modal pada BUM Desa.
(3) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang
organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
modal usaha BUM Desa; Jenis Usaha BUM Desa; Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM
Desa;

b. Adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan
keuntunganBUM Desa; dan;

c. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat
paling sedikit:

jumlah modal yang disertakan;

mekanisme pengembalian modal;

alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;

hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
jangka waktu penyertaan modal.
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BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 37
Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
perencanaan;
pelaksanaan;
penatausahaan;
pelaporan; dan
pertanggungjawaban.
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Pasal 38
(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan
dengan Basis Kas.
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem
informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 39

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan
dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang
dianggarkan dalam APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa
yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahunyang paling sedikit memuat:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan

Desa dan RKP Desa;

prinsip penyusunan APB Desa;

kebijakan penyusunan APB Desa;

teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal khusus lainnya.

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
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Pasal 40

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
bersama dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan
kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. )

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Penyediaan
Operasional Pemerintah Desa serta Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

Pasal 41
(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala
Desa mengenai penjabaran APB Desa.



(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42
Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada Camat.

Pasal 43

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

surat pengantar;

rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;

peraturan Desa mengenai RKP Desa;

peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa;

peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;

peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

g. berita acara hasil musyawarah BPD.
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Pasal 44

(1) Camatdapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam
pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua
puluh} hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud
berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan
menjadi Peraturan Desa.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 45
(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) tidak
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepa.la
Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati atas
dasar rekomendasi Camat.



(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya
dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
pemerintahan Desa dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat
desadengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat
persetujuan Camat.

Pasal 46

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang
APB Desa.

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan
Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 47
(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat
melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.

Pasal 48

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(38) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejadian yang
terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga
suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti
peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana, pemogokan, kebakaran dan
kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.



(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP
Desa.

Pasal 49

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa
tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya
disampaikan kepada Bupati melalui Camat melalui surat pemberitahuan
mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal S0
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 sampaidengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 51

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bankyang
ditunjuk Bupati.

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur
Keuangan.

(3} Penunjukan bank sebagai rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52
(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaporkan
Kepala Desa kepada Bupati cq.Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala
Dispermasdes.
(2) Laporan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 53
Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional
pemerintah Desa.



Pasal 54

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai
tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana
kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merinci
satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 85
(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris
Desa.

Pasal 56

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan
kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(S) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris
Desa.

Pasal 57
(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah
disetujui kepala Desa.
(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.



(3) Sckretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang
diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris
Desa.

Pasal 58
RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 59
(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan
pendapatan lain.
(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah.

Pasal 60

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa
dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan
tugasnye.

Pasal 61

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui
Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui
swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan
gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola,
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada
peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa di Desa.
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Pasal 62
(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam
DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pasal 63

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu
10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib
mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk
disimpan dalam kas Desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana  kegiatan anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris
Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan

‘pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil
dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 64
(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia
barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris
Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi
yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang
tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.
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Pasal 65 '
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7
(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 66
(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan
dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui
sekretaris Desa.
(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan
kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan
oleh sekretaris Desa.

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada
Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa
ditetapkan.

Pasal 67

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja
Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
mengenai perpajakan yang berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak
terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran
kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal
33 dianggarkan dalam APB Desa.

(2) Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara transfer atau non
tunai.

(3) Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (Lima
Puluh Juta Rupiah) harus dilakukan secara transfer atau non tunai.

Pasal 69

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf a digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari
pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya
yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.



(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum sclesai atau
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan
riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran
berikutnya.

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali
rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun
anggaran berjalan.

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang
akan disahkan dalam DPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 70

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan
pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah
mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 71
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dicatat pada
pengeluaran pembiayaan.
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 72
(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan.
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
(3) Penf:ataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup
setiap akhir bulan.




Pasal 73

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
a. buku pembantu bank;
b. buku pembantu pajak; dan
c. buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 74
Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten;
‘b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh
pihak ketiga; dan
¢. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 75

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah
disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui
oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan
anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi
penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh
Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh
penerima dana.

Pasal 76

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk djsetujﬁi.



?

Bagiati Keempat
Pelaporan

Pasal 77

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 78

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk
ke Desa.

Pasal 79
Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 merupakan
bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 80
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diinformasikan
kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
laporan realisasi APB Desa;
laporan realisasi kegiatan;
kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
sisa anggaran; dan
alamat pengaduan.

°®pogp

Pasal 81
Format Kode Rekenin_g, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku
Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran,



SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan
Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi,
Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan
Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82
(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang
dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten.
(2) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di
wilayah Kecamatan masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 84
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 85
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tangga,l 2 ) _]’GML‘&‘} ?‘_-,.'j

Diundangkan di Slawi
pada tanggal < (Javuan ’icnj

SEKRETARIS D H KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR ..,



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR .l1.. TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang|
|digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang
mencakup:
111 Sub Bidang Penyelengearaan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1 ]1 01 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1 11 02 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1 |1 03 |Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 |1 04 |Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,
perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dil)
1 ]1 05 |Penyediaan Tunjangan BPD
111 06 |Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan
perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1 ]1 07 |Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1 {1 90 {Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa
1 |1 91 [Penerimaan Lain Kepala Desa Dan Perangkat Desa
{1 ]1 92 |Pembayaran Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)
11 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1{ 2 01 |Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1} 2| 02 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1] 2 03 ]Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1] 2 90 emeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa
1] 2] 91 [Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa
1] 2| 92 gelolaaan Pungutan Desa
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
3 Kearsipan
1] 3| 01 |Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1} 3] 02 [Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
potensi desa)**
1] 3] 03 |Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1 {Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan
1| 3| 04 |[Sip
1| 3| 05 |Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif o
1] 3| 90 |Pendataan Desa; ' |
1| 3| 91 [Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
1] 3] 92 [Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;




| Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1] 3| 93 engelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
1] 3| 94 |Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
1| 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4 01 |Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1] 4] 02 |Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dil., yang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1] 4| 03 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ
1| 4| 04 |APBDes,
dan seluruh dokumen terkait)
2| 05 [Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
1| 4| 06 |Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1| 4| 07 |(laporan
akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir|
tahun
anggaran, informasi kepada masyarakat)
1] 4| 08 [|Pengembangan Sistem Informasi Desa
Koordinasi/-ﬁexjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
1| 4] 09 |Desa
|(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dly**
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala
1] 4| 10 |Kewilayahan danPemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1| 4| 11 [Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
mengikuti Lomba Desa
1| 4| 90 [Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
embentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan|
1] 4] 91 esa;
1| 4| 92 [Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
1| 4] 93 |Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;
1| 4] 94 sialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa;
Dukungan Penggalian Kegiatan Operasional Penggalian Pajak Daerah dan
1] 4] 95 |Retribusi
11 § 1Sub Bidang Pertanahan
1| 5| 01 [Sertifikasi Tanah Kas Desa
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi
1| 5| 02 |Agenda
Pertanahan)
11 51 03 |Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1| 5] 04 |Mediasi Konflik Pertanahan
1| 5| 05 [Penyuluhan Pertanahan
1] 5| 06 |Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1} 5| 07 [Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
11 51 90 engelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
1| 5] 91 [Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
1] 5] 92 engelolaan Tanah kas Desa;
1| 8] 93 anah Bengkok;
1| 5| 94 [Pengelolaan tanah titisara; dan




| Kode Rekening |

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
dalam

pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi
juga

terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan
pembinaan,

Sub Bidang Pendidikan

01

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik

Desa**

(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

02

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

03

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/

|Sanggar

Belajar Milik Desa **

05

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non-
Formal Milik Desa**

06

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat
Peraga

Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
Desa**

07

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana

|Perpustakaan/Taman

Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

08

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor'
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

09

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

10

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

90

rasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/

E::gadaan/ pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan saran
dokumenter/ peralatan kesenian**;

91

asilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan|
elatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian|
kenaga kerja Desa;

Sub Bidang Kesehatan

01

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-
obatan; .
Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan
Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

02

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas

|Lansia,

Insentif Kader Posyandu)

03

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dli)

N

N

04

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

N

05

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa




|1 Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2| 2| 06 |Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2| 2] 07 |[Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2| 2| 08 |Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2| 2| 09 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu /Polindes/PKD **
engadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan]
‘asarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan
2] 2| 90 [ingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **;
engadaan /pembangunan/pengembangan /pemeliharaan saranal
21 21 91 rasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**,
engadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan saran
rasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabili
2] 2|1 92 enyandang disabilitas**;
engadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan saran
rasarana balai pengobatan / poskesdes / posbindu/reagen rapid tes ki
2| 2| 93 hntuk menguji sampel-sampel makanan**;
2| 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2|1 3| 01 |Pemeliharaan Jalan Desa
2| 3| 02 |[Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2] 3] 03 |Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
21 3] 04 |Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
2{ 3| 05 |[Culvert,Drainase, Prasarana Jalan lain)
2 06 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2 3| 07 [Milik
2] 3] 08 |Pemeliharaan Embung Milik Desa
2| 3| 09 |Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2| 3| 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2| 3| 11 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang **
2| 3| 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ™
. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
2 13
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
2| 3| 14 |gorong,Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
2| 3 15 |Kemasyarakatan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs
2| 3| 16 [BersejarahMilik Desa/Petilasan
2] 3} 17 |Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Dega **
2] 3} 18 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2] 3] 19 [Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2] 31 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2| 3] 90 |Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing
embangunan/pemeliharaan energi baru dan terbarukan/ pembangkit
2] 3] 91 |istrik tenaga mikrohidro
embangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik]
2] 3] 92 posial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam**; ‘




|1 Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2] 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak .
2| 4] 01 |Huni
(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2] 4| 02 |Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan
2| 4| 03 |Air
Hujan/Sumur Bor, dli)
2| 4| 04 |Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, di)
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll.,
2| 4] 05 |diluar
prasarana jalan)
2| 4] 06 |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
2{ 4| 07 {Penampungan,
Bank Sampah, dll)
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah
2] 4| 08 |[Tangga) ‘
21 4} 09 |Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2| 4| 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2] 4] 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata|
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dllj**
Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
2| 4| 12 |Tangga
(pipanisasi, dli) **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-
2| 4 13 |gorong,
Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK
2] 4 14 |lumum, dll *
2| 4| 15 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dllj**
_ |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
2| 4| 16 |(Drainase,
Air limbah Rumah Tangga)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik
2] 4 17 |Desa**
2| 4| 90 [Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
' 'E:habilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena
2] 4| 91 ncana alam; dan
2] 5§ Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
21 S{ 01 [Pengelolaan Hutan Milik Desa
2| S| 02 |[Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan /Penyadaran tentang Lingkungan Hidup
2] 5| 03 |dan
Kehutanan
.l sl o ' eﬁwatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata
0 ir+*;
2| 5| 91 [Perlindungan Keanekaragaman Hayati {terumbn karang, mangrove, dsb)
Eembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan
2] 5| 92 pungai*;




Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
enanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/
mbangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung]
2] 5| 93 |pengungsian**;
2] 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2] 6| 01 |[Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
2] 6] 02 |Informasi
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dil)
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi
2| 6] 03 |LokalDesa
embangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana
2] 6] 90 sportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa**;
engadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan
ternet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suaraL
2| 6} 92 [loudspeaker/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB) **; dan
21 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2| 7| 01 |[Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi
21 71 02 |Alternatif
tingkat Desa **
2] 8 Sub Bidang Pariwisata
2| 8| 01 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
21 8] 02 {Milk
2] 8] 03 |Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
|Pembentukan, peningkatan kapasitas Pokdarwis / komunitas /
kelompok masyarakat yang lainnya pendukung gerakan desa
2| 8] 90 |[wisata
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
kemasyarakatan
desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
31 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, (pembangunan pos,
3] 1} 01 |pengawasan
pelaksanaan jadwal ronda/patroli dlf) **
3| 1| 02 |[Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
|Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan
31 1 03 |Masyarakat
(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3] 1] 04 [|Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3] 1] 05 |Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa




Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

3] 1] 06 [Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

3| 1| 07 [Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan.
Pelindungan Masyarakat

3| 1} 90 [Pembinaan keamanan dan ketertiban;

3] 1| 91 [Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

emelihara perdamaian, menangani konflik dan me
31 1] 92 ediasi di Desa;

3| 1| 93 |[Pembentukan tim keamanan Desa;

3] 1| 94 [Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;

renyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasil

3| 1] 95 [terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat**.

asilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program
eluarga berencana/ketrampilan  produktif bagi keluarg
skm/ bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tanggaw
3] 1] 96 iskin**; dan

3| 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3] 2] 01 |Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa

3] 21 02 (di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan

3| 2| 03 |(perayaan
hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan
04 [Milik
Desa **

w
N

05 {Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

90 [Pembinaan kerukunan umat beragama;

91 [Pembinaan kesenian dan sosial budaya;

92 |[Pembinaan lembaga adat;

WIWIWIW[W W
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93 [Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;

Eelestanan nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan|
31 2] 94

etenagakerjaan;

embinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yan
3] 2] 95 rsifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan

3] 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di
3] 3| O1 |tingkat
Kecamatan dan Kabupaten

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan
3] 3|1 02 {Wawasan

Kebangsaan, dll) tingkat Desa

3| 3] 03 |Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik
3] 3| 04 |Desa**

w
w

05 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarapa dan Prasarana




Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

Kepemudaan dan
Olah Raga Milik Desa**
3| 3| 06 |Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3| 3| 90 [Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
3] 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3] 4| 01 |Pembinaan Lembaga Adat
3] 4| 02 |Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
"3] 4] 03 |Pembinaan PKK
3| 4| 04 |Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3| 4| 90 [Sistem organisasi mayarakat adat;
3| 4| 91 [Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
3| 4| 92 [Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
3| 4| 93 [|Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
istem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan
asyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan
3| 41 94 ran masyarakat Desa**,
3] 4| 95 |Pembinaan BKM/LKM
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4| 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4] 1| 01 |Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4 1| 02 {[Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat
4} 1} 03 |[Milik
Desga**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil
4] 1| 04 |[Milik
Desatt
4| 1| OS5 |Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4] 1] 06 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat/Nelayan **
41 1| 90 |Pelatihan perikanan/ kelompok nelayan*; dan
Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan
4| 1] 91 |hutan bakau/perlindungan terumbu karang*.
Penyedinan Sarana Prasarana Transportasi Desa (kendaraan, tambatan perahu,
4] 1 92 |dermaga, dsb)
4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan
4| 2| 01 |pertanian,
penggilingan Padi/jagung, dll)
4] 2| 02 |Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,
kandang, dll)
4| 2] 03 [Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dli)
4| 2| 04 |Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4| 2] 05 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk




Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

Pertanian/Peternakan *

Peningkatan kapasitas bagi kelompok tani

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

01

Peningkatan kapasitas kepala Desa

02

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

03

Peningkatan kapasitas BPD

R EAEIEIES
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90

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ kader pemberdayaan
masyarakat Desa/kader keschatan masyarakat Desa**;

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang
demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat
Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan
Pembangunan Partisipatif/ pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau
balai rakyat**;

Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi
keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan
dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/
pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader
pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa**; ,

Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di
Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian
masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/
pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa**; dan

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

01

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

02

Pelatihan /Penyuluhan Perlindungan Anak

LA EIRI R
ESESEIE.)

03

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina
Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak
Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**;

Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan
gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di
desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan
anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**;

Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit
menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired
immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan
gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan
Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan
dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**;

Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan
gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga
berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**;

Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan
Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk
pangan yang schat dan aman**;

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat
dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan
masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**;

Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin,
perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan
kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di
Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga
miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)




Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

4| S| Ol |Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta

4] S| 03 |Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-
Pertanian

41 5 90  |Pemberdayaan ekonomi masyarakat;

4] S| 91 |Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau

4| S| 92 |koperasi tingkat Desa;
Pembentukan dan peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi

4] 5| 93 |pelaku usaha pariwisata di Desa;
Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk

4] 5| 94 lun kawasan perdesaan

4] S| 95 |Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan**;
Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi

4] 5| 96 |masyarakat**.

4] 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4] 6| Ol |pPembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

4| 6| 02 |Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

4| 6| 90 |Bantuan modal untuk kelompok tani;

4] 6] 91 |Pelatihan Kewirausahaan;
Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/

4| 6| 92 [kelompok masyarakat miskin**;
Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok

4| 6| 93 |pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**;

4] 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4] 7| Ol |Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

4| 7] 02 |pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **

4| 7] 03 |Pengembangan Industri kecil level Desa

4| 7] 04 |Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dli) **

4] 7] 90 |Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa**;

7] 91 |Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;

Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energiterbarukan/pengolahan
limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi
kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan

4] 71 92 Ipembangkit listrik tenaga angin**;
Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes)
dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi
pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana

4| 7| 93 |transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil**;
Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi

4| 7] 94 |terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan**;
Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan
Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri

4| 7| 95 |pengolahan ikan**;
Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan

4] 7] 96 |penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta**; dan
Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan
usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha
Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau
koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan

4| 7| 97 |pihak ketiga**.
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa




Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak

S| 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
S| 1] 00 |Penanggulangan Bencana

5| 2 Sub Bidang Keadaan Darurat

S| 2| 00 |Keadaan Darurat

5| 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

5| 3| 00 |Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal
: Pembangunan, ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

BUPATI TEGAL,

|

UMI AZIZAH




IsuAOld ueduend)] uemueyg v |z |+¥
es2( vuv( SENOTV wlelzlye
©S3(] BUB( SEHO[V clc|¢v
unednqey] yerae(q 1snqLusy uep Jyefed [Isey Lep uslBeg wlclec]|v
uxnednge)] yeideq 1SNqLNYY Uep Yefed fseH wep uedeq clcte
esa sue( wl|ltlz]|e
esaQq eurqg 1lc|e
J9suey, AN I
uref-ure] 6606 v | T | ¢
esag umndund sey wlvfitr]e
©s8a( 18V umedepuag ute-ure] vy |1 ]|+
Buodoy Buojop uep 1sedisnred ‘elepesg ure|-ure] 6606l € | 1 | ¢
Buofos 3u0)o3 uup 1sedispred ‘vlepemg 10 € 1 b
3uodoy Suoop usp tsedisnred ‘elepemg € 1 v
urel-ure’] 6606l ¢ | 1 | v
esa( MM vBes yu|Q vlreseseld /usduede] usjegjuswayd so{Z| 1|+
©83Q HITW SOTy wlzii1|e
©saQq HIMN Uw] weBuvlajad 9 |z]|1]|¢v
©s3( Isedu] usduLrep sojc|t1]|¢
wnw() Uepuswad jedw], vo |z ] t1]v
Bsa(] Jesed ]|z 1}v
nyernd uwsquey w|lzc|1]|¢
©s9( §B) Yeue], uesjopduad L{ 3 A I O N
398V I88H cl 1|+
ure]-ure’] 6606 1 | 1 | v
89gNWn4g nsey Beg wlt]|t]¢
ByES() [ISBH 158 IR O K
esaq Nsy usedepuay K
NVLVdVANAd 4
ueresn al213]°
Butuasisy spoy

ueefeiquind uep ‘eftrejeg ‘wejedepusd Sutuan{ay 2poy] Jeye(q ‘ZY



vso( yexBuelod urvellaedsu)o)] uswIwer

vs9(1 spedoy usslioedvuaoy weunwer

£0

882 JB3UBIad UNIBYISI)] Usurwep

<0

ggggg—:

10

©83( 1W{3UBLad Uep esa( ereds) [ersog usurwep

yeg 3us/ ves( 1E{3URISd UTE] UBBWILIDUS]

66-06

vsa(] Jmidueisgd ueSusfung,

G0

ve3( 1mdusrg deis], uepseydusd

10

¥83(1 ye{3uelad ueBuelun], uep deis] uenseyduag

yus Sues vsoq vedsy ure] ueemLIPU3d

66-06

esa( evredsy ueBusfung

<0

wsa ereday dwa], uenseyduag

10

= TN N NN OO O™

BsaQg c_ino& uedusfun], uep de1a], uepssyduad

oed ot vt Jod Jot | ot Jomt ot Fomd | ot ot Jomt Jomt | omd

remulad Bfueleg

VINVIad

yes Sues vsoq uwjedepuad urej-ure

66-06

yes 3us4 vsag uvedspuad urej-ureq

jueq wdung

10

yuwrg ¥Sung
uepeflaq wared3ue unye) vped €83 S8 Ip UwewLaUad uepeqnEdusw Bues vAumnjages Uereddus unye)-unye; elteaq UBYETesay ISYAI0Y
uepel1aq uereddue unyw vped ess sy Ip UvvwLpuad ueteqoyeBuow Sues vAuwinaqes uereSdue unye)-unyey Bftie[aq UBYBIBSIY| 13210

10

€309y Weyld Lrep ueBusqums uBp Yeqiy

10

v3Ra)Y] seyld Wep ueBuequms uep YeqiH

esa( Ip 1SW{0[13q Bues uveyesniad usnjueyg LIBp UBBUWILIOUd

10

es3( Ip ISW{ojJaq BurA UTEYESNIa] UBN)URH LIBP UBBWILISU]

e85y yeyld ueBusp vsaq vweselia)] ST LIBP UBBWILISU]

10

¥3naY Neyid ueBuop 83 vwBsBIS)] 1SV} L8P UBBWILIdUa]

983 JB)UR BWBSB(13)] ISBH LIep UBBIULIaUd]

10

| NNIomn| et v olojo o

©s3(J Jeus swesulIoy [ISBH LIBp UBBWLIdUa]

urel-ure] usnjedepuad

. unednqey ggdv Uep ueBuens)y venjusg urel-urey

66-06

usjednqey qgdv usduensy usnjueg

1D

unedngey] qadyv ueduens)y uvsnusg

Isulaold @ddV Lep ueBuenad)] usnjuey uref-ure]

66-06

TV W IN

AN NN || ojojolomfojo]lo o ojojo|m

T ||| T T | F|F| T T | ST+ ¢ ¢t |tV ]|Bjn|v]jvivinv]|v]v]iviv]w]v

Isulrold gadv Uep ueduena)] usmueg

10




qnsy] usueddue] vsep vfuepg 10{s |2 |s

uel0yUeIdd Teuoiseiad( efuerog s |z |s

uiuure] emsg eser sfusjeg 6606l ¥ |z |s

SE}IqOJy BUBIES BMag Bse[ Bfus[og €0 |+ |2 |s

uedexqBud1dd /umeresad Bmsg esep efueg W ly |T |s

Bueny/3unpsp/usunidueq emog esep efuspg 10|+ |2 |s

emag esep Bluspeg v |T |s

usyne[ad/snsiny efuvpg € |t |2 |s

uxnednqey yeng seulq usLepelag vfueeg 20 lc |z |s

unednqe)] wereq seul( uvueelag sluspg 10}l€ |2 |S

seul( ueuepeliad efuereg e |z |s

BAUuTe] WINLIBIOUOH esep Bfuvjog 6606l 2 |Z |

sudnjad WnLRIOUOH esep efuelog S0 |2 |2 |s

JaqUINSBIBN /Uel[Nsuo) /189J01d /YUY WNLIEIOUOH eser vfusieg ¥0 {2 JZ |s

¥s2( WeuBAY[dd JAUISU]/ WNLIBIOUOH esep efusiog €0 |z |2 |s

Iojesad(/esaq umuif) se3N], NUEqUIS] WNLIBIOUOH esep sfuelag 20 lc |z |s
uejeids)] uBBURSHE[IN BuBd un] WnLEIoUoH Bse Bluslag 1 102 [Z |s

wnrelouoH essep Bluejag ¢ |z |s

efuure] usdeyduspiad 3usreg sfusog 6606/ 1 |2 |s

UBIUBLISg UelBqo-38qo/3ndng efusieg g |1 lz |s

UBMIH UBIBqGO-18qQ ‘Uel]/UBmd} ueyeq Blusjog 11 Jt Jz |s

usyeqo-jeqQ efuvjag ot |1 |2 |s

INqUIy/wedeIag /seulq uersieq efuviag 60 |1 JZ |sS

synpueds/mqun-nquin /erapusg sfueleg 80 {1 |z |[s

[euB /ueyeg efuslog 20 |1 Je |s

swnsuoy] Suvreg sfusieg - (wnurw/uessjy) swunsuo)] Jusreg vedeyBusiag vfusjeg 9 |1 |z |s
uespuEdsuad UBp }e10) Buereq eluedg - ueepusBiiusg /38120 uedeyBuaisag efueiag so |1 |z |s
uesreNeqd)y Wepewad 3unqe], Buey is]/seD/NeAut)y Jesfeg ueyeq efuelog 0 |1 Jz |s
UeYIsIdqo)] Usyeg wep Uejefeiod/edBus] yewny jere-1e1y uedeylusyag efuseg €0 |1 |Z |s
sy Jefe-jeyy uedeydusjiag efuereg 2011 |z |s

sod Bpusg uep Jojue) syn, 18Ty wedeyBuajiag sfueeg 1m0 |1 |z |s

uedexduajisd Busreq efueog 1 |2 |s

vsB( usp Susreq sluspeg z |s

add elsurny uedusfuny 20 1 |s

ddg veompnpay uedusfuny, 10 1 |s

adg weBuefuny, 1 |s




Jndwoy] uejereiad [epojy Bfuelag €0 | T
OIPIIS J6[V UBP UONS[d Uejereldd [epol sfusieg 2 le
uejer3sy] unjeuesyeldy Buss wiy JOUOH [epoly sBfuejeg 0|2
jeI3g 39[V UBD ‘UISOl ‘UBIB[BISd [BPOl Bfuejg Z
vAuure ysue], ueepeduad fepoyy sfuvieg 66-06] 1
yeue], uvspuduad ueuersliad [epojy Bfueleg S0 |1
ysus], UduBjBurad usp usqrundusd [epol efueeg Y0 | 1
Yeusv], 18YINIIG UBenquIdd Uep uerniniusd [epoy efuspg €0 |1
qeus], un], WNLRIOUOH Uerefequiad [epoj efuvieg 20 |1
ysuB], Uelaquiag /ueseqaquiad [epojy efuejog 10 |1
yeuej, usepuduad [epop efuerag 1
Tepol eluslag
eAuure] JexqBIessBN Bpeda] weyesdsiq Sued esep uep Suaereg efusjeg 66-06
U]/ wemdH /uswreus], Jiqig Wehjusg efusieg S0
UD{BI JexesBAsBly /1s8)8a1d1ag emsiseag elueg +0
yejuIeisew 33 usyyelasip Bued usunBueg uenjueg sfueieg €0
JejRIBASBW 33 UB{yeiasp Suel uv)efeIag /10j0uLIaq UBBRIBPUIY /uISd| UBnjuey elusjog 20
10

J8eredseuwr 9y ueyyusasig Sued uedeydusaod usyeq eluvpg

jexeredssly epeday ueyeIssiq 3ues esepr usp Suereq vlusjog

BAuure] usBIeIAWA] Bfueieg 66-06
(p ‘1sexqrunuzoy ‘JowIau] ‘uodafa], ‘YLusr]) isereisu] uep weluLe, uveIByljowad Blueeg 80
(TP ‘ueyedwesIad ‘qequr] Jry ueBuwe! ‘yerag ny/Sunquiy /redung ueinfeg/sesu) usersyawad efuepg 20
UBl8quId UvRIBYNIWag efusiog 90
uu[e uvereyrawsg efueeg S0
ysundueg usBIBYNoWY] Bfuvg $0
ugp[eIdd usereyroway sfuejeg €0
JOJ0ULIDE UYBIBpUd)y UsRIsUiowad Bluereg Z0
jelog Uvjeelad Uep UISd|N uvetsiijowag efueleg 10
uesRIsyroma eluejag

viuure] UBIo)UEIod [ouolselado vfuspg

66-06

yefed /ulf] udduefuediad esep efuvg

oy /804 /auny esep ufueg

jswIau] ueueddue] vser efuvpyg

S0

uodspp], weueddue esep elueeg

wuvwiwwjuwivivijo|o|oio|ololo]o o Lol Lol Tl [l Tl [ [ 8

K [SEISF QN (SR ISR IS ] N R IQR (SR ISR I T (S LR ISR O NNl NN o] olo|olo]o]olo]olole|o

wnviv v Vv v v |v v v v v v e wvwwivivin|w]lw v |wln|wv|v v 0w v wn

Jeqey y8Ing/yerefey uvueBdue] esep vfuviog

€0

yelag 1y ueueddue] vsep elueeg




ue)B[BIdJ Bmog [epoly efusiog 0 12 |e |s
nyeg usyeg [epop efuspg €0 12 |e |s
B9y s88us], Yedn rspoN vfuseg 20 j2 |{¢e |s
uB)eL3a)] UeyeussyeoW Sued wny, JOUOH Mepol efusleg 10§z2 j¢e |s
ueyedwrestad /yequir] 1y /aseureiq/redung Iy /Bunquiy /reedLy repoiN elusiag L e |s
UB}B[RIdd BMIS [8pojy Bfustg ¥0 19 |¢€ |s
nyeg usyeg [epop Bfueig €0 19 |le |s
Bv13)] eBvua], yedn (epo efueieg 20 |9 |¢e |s
ueyBda)] uwisuesiBPN Bued tul J0uoH [epol Efuepg 10 ]9 |€ |s
umequa [Bpol Bluedg 9 |e |s
uBjB[BIdd BMmag [epol Bluspg v0 1S |¢e |s
ojeg ueteg [epop sfuspg €0 |s |e |s
819y ¥deus], yedn repop sfuspg 0 s |t |s
ueE139)] ueeuesBRW 3uss wr], 10uoH [epop sfuerg 0[S [¢€ (s
ue[e BUBIESEI] /UBTE [BPON Blrelag s |e |s
uBje[BIod BMIg [Bpo Bfuspg 0 | v |e |s
nyeg ueysgd [Bpoly Bluelog £0 e Jg |
—e(inpeieuag-yedn epopeiimpg 1L zo Lp 1o 1
uByerds)y uejeussyep Suss wr], JOUoH [epol evluspg 0]y |e |s
uswe], uep weundueg ‘Bunpap [epop efuseg b |e |s
BAuure] UYBIBpURY] [SPO BfuvRg 6606] € | |s
JojounIag JBpLL Ny usn{Buy [epop efusig g0 l€e |le s
Jojouriag JIy UeeIBpus)] [epop efusg 0 | € |€ |s
Jojouiiag Yepi], 3ereq ueinyduy [epopy slueieg €0 1€ |e |s
Jojourrag 3BIe(q UeBIEpUI) [epop sfuepg 20 1€ |e |{s
umeds)y unjeussye(d|y dues un}, JouoH fepop Bluvpg 10]¢e |e |s
ueeIBpudY [epo| efueeg € |e |s
BAuUTe jerag I8y Uep ‘WSO ‘uejeresad [epo Bfuseg 66-06] T |€ |s
Jesad Je1y-18]y Uvepeduad [epop efuseg 1Tz |e |s
WS [BPoN BfuBRg or |2 |€ S
UB{BUINAJ / UBUR{LId / UBIUBLIad STSnip] Ueiereldd [BpoN sfuspg 60 |z |e s
Uejeyasa)] sneniyp| uelsresad fepojy sfusg 80 ]2 ]e |S
Yeus], }018d / nqurel-nqurey usjeresad [spop efuepg 2012 Je |s
J1i() Je]Y UBlEreIad fepoN sfusieg 90 |z le |{s
Jndeq uvjeresad repop efuepg S0 lZ |e |s
uedueny L0SISNY UBP JBINIQIN UEIETRId] [Bpol sfuveg o |2 e |s




efuure| ueedeiquiag ueIBN[R3Udg 66-06| 6 |z |o

eduure] usedeiquiad ueren(aBuag 6 |z <]

B53(J [BPO uwEIakuag 0|2 |2 |9

BSa(] [BpoW uewnakuag c |z |9

uBduBpE) BUEB(] UBNNIUIGUWA] 0 |1 |z |9

UBFUBPED BUB( UBYMUIQUIJ I |z |9

useiEIqUag urIen(eduag z g

BAuure| useABIqUIDg UBBWILIBUIY 66-06| 6 1 9

eAuure] uBBABIqUIS] UPBWILIDUDY 6 1 Q

uesjyesidig dued esaq uvedexa)] ueEnfuad sey 0 (e |1 |o
ueyyesidiq 3uek vsaq uvedeyay] uejeniuad sey £ 1 9
UBBUBPE) BUB(] UBIIEIUI |z |1 |9

ue3uepe) BUB(] UBIIEOUI] z 1 9

BAUWN[2Q3S UnyBy, Vd'1IS 0o (1 |1 |9

vlwmpaqag unyey, Vdils I |1 |o

usedBIqUIag UBBLILIIU3] I 9

NVVAVIENEd 9

B3npiag, yey, vlusieg 0|1 |v |s

einpay yuy, eluepg I |+ |g

einpiay yeL efuepg t |s

eduure] [epoy Bluspg 66-06| 6 |¢ |¢g

UBMAH [BPO BfuEleg S0 |6 | |s

UBWEUE ] /UBynqun,, [epoy Bfueiag +0 |6 |¢ |¢g

ueewedesy /uveABpnqay] /uviuasay snsnipy epoy sluspg € | 6 € [
efeIye|Q SnsSnyy [Bpoly vlug(ag 2o |6 |e |s

ueeyeIsndiag Uep UBNIPIPUSG SNSNP] [epojy Bluejeg 0|6 | |s
eduure] repojy efuejog 6 |€ |¢

UBIB[RI4 BAMIS [BPOjy Bluerag ¥0 |8 |¢e |¢g

weg ueyed [epop Bluejg €0 |8 |€e |s

ey edvua] yedn (epoy elfuesg 20 |8 | |¢

upjerday] umjeuesieR Jued wy], JOUDH [epojy eluepg 0|8 |e |[s
1sereisuj/ueduner epoy eluerag g8 e |s




C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan
landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ....;

...... dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa 34 + AR
2. Belanja Desa 34 + SRR
Surplus/Defisit |53 > SRR

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan  Rp. ....cccciciiiiiiniinn.
b. Pengeluaran Pembiayaan RP. cccccccvvemneieeeecee

Selisih Pembiayaan (a~=b) Rp...ccciniciiinnnnnn,

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah  Desa  dapat melakukan  kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;



d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...
....(Nama Desa).

Ditetapkan di .......cccceeeeennns
pada tanggal .........cccciieiinn

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

\_pupati TEGAL,

UMI AZIZAH



C.2. Format APB Desa

LAMPIRAN

PERATURAN DESA.........
NOMOR.......... TAHUN............
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............
Contoh:
KODE ANGGARAN
REKENING URAIAN Rp SUMBER DANA
1 3 4 5
al] bjc| a
4 PENDAPATAN
4 PADesa
4 | 2 |Transfer
4 Pendapatan lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN
5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
1] 1]01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
1] 1]01| 5 Belanja Pegawai
11 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan
Pelayanan administrasi umum dan
1] 3]01 kependudukan
(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga,
dn)
14§ 3101 5 Belanja Barang dan Jasa
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
211 Pendidikan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
2 1105 Sarana
Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
D .
esa/Sanggar Belajar
21|05 5 Belanja Modal
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
S dan
Mendesak
511 Penanggulangan Bencana




4 |Belanja Tak Terduga

Keadaan Darurat

4 |Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

1 |Penerimaan Pembiayaan

2 |Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

Keterangang Cara Pengisian

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:

a. pendapatan; dan

b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:

a. Belanja; dan

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan.

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan
(kolom 1.c) terkait

\_BUPATI TEGALL

D, UMI AZIZAH




D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

TAHUN ANGGARAN .....cccoevemmnennnns
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA... (Nama Desa),

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama
Desa) Tahun Anggaran ...... !

------

s S H
3. ......dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp.ciieianiaannnns
b. Transfer Rpysausssvisis
c. Lain-lain Pendapatan yang sah RP sz sasssassasises

Jumlah Pendapatan Rpuiaaiais

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  Rp........cccceeeee.
b. Bidang Pembangunan RP.:cssuuasivannisis
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan s H——
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RPicsssoracvivesne

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa




Jumlah Belanja | 7 [

Surplus/(Defisit) Rpiicianiniains
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rpuacasmnsie
b. Pengeluaran Pembiayaan |25+ PO —
Selisih Pembiayaan (a—b) Rbiucivoveaissine
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi pelaksana kegiatan anggaran,

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ........
(Nama Desa)

Ditetapkan di ........c..cceeeuene
pada tanggal ........ccocuvennnnnn

KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan

NAMA
Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

UMI AZIZAH




D.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA.........
NOMOR.......... TAHUN................
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

Contoh

KODE REKENING URAIAN

KELUARAN/OUTPUT|ANGGAR| SUMBER
VOL SATUAN AN DANA

2

9 10 11 12

'
(<]
()}
~
®

3

b

C

PENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

<Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain-lain

NESEIESEIESENESY

W] W] O ] =] =]
—t

1 [Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar
Desa

H
w
[%

<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

| BELANJA

5 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

[}

(1] Belanja Pegawai

01 |5]1 1 |Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala
Desa

01 |5]1 1 |<Rincian Obyek Belanja>

Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Statistik dan Kearsipan

01 Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

01 |2

N

Belanja Barang dan Jasa

o

N
N
N

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

N

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

NN

05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/Sanggar Belajar

4]
[A)

05 Belanja Modal

[4)]
w
F

05 Belanja Modal Gedung dan

05 |5 |3| 4 | - |<Rincian Obyek Belanja>

|l =~ NN

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak




KODE REKENING URAIAN VOL SATUAN AN DANA
tilc2ql 3 |[=)] 8]-6 7 8 9 10 11 12
5 |1 Penanggulangan Bencana
5|1 | 00 Penanggulangan Bencana
S|(1 |00 |54 Belanja Tak Terduga
5|1 |00 |5 |4]| 00 Belanja Tak Terduga
51100 |5|4]| 00| 00 [Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
6 PEMBIAYAAN
6 |1 Penerimaan Pembiayaan
61 1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6|1 1 1 |SiLPA Tahun Sebelumnya
62 Pengeluaran Pembiayaan
6 (2| 1 Pembentukan Dana Cadangan
6|2 2 1 |Pembentukan Dana Cadangan
ds
SELISIH PEMBIAYAAN

oooooooooooo § TEssssssssssNasRsadERERE b

Kepala Desa,

[ TR )

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
¢. kegiatan
Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan;
b. kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan
Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah)
input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket,
unit) input pada rincian obyek belanja
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c)
terkait

UMI AZIZAH

KELUARAN/OUTPUT|ANGGAR, SUMBER




E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
PANDUAN EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota.

4, Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan
Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam
membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.

2. Tujuan Umum
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota
dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi
terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa



tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB
Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi
penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4, Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi
a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, yaitu:

1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh

Bupati/Walikota.
2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:
a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten
b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau
sebutan lainnya

b) Anggota : SKPD terkait

3) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati/Walikota dapat

mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada
camat atau sebutan lainnya.
Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat,
selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan
Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya
Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat
b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait

5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan
evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten.



b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama
a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati
bersama BPD; dan/atau
b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah
disepakati bersama BPD.
2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a) Disampaikan oleh Desa

Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah; atau

Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan
dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil
analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa

Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokal berskal desa

Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di
Desa

Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa

Peraturan Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah

Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga Kabupaten
yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan
legalitas.
a) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai
berikut:
b) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
c) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
yang akan dievaluasi;
d) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan yang akan dievaluasi;
d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;



2) Langkah-langkah evaluasi:

a) Langkah 1: Pengumpulan dokumen evaluasi;

b) Langkah 2: Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran
semua dokumen;

c) Langkah 3: Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen,

d) Langkah 4: Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen
dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu
penyampaian dokumen;

e) Langkah 5: Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d
4,

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak

terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada
Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu
pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen
diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa,
Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam
Keputusan Bupati/Walikota.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada
pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE)
tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

(a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
(b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau

Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan

kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau
sebutan lainnya; dan

b. Inspektorat Daerah Kabupaten.
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F.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desal),

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai

dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun

Anggaran ....;
Mengingat ) ST ;
2. e ;
po U dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA  TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN

ooooo

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula
berjumlah Rp....... S ), bertambah/berkurang sejumlah
Rpiciivas o7 (issesionas ) sehingga menjadi Rp.......... R I— ) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

a. semula RpPismmanssiis

b. bertambah/(berkurang) RPsnnavasssvins

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp

....................



2. Belanja Desa

a. semula R e s
b. bertambah / (berkurang) RPsanasicns
Jumlah belanja setelah perubahan 1< o T ———
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rpuicausaiio

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula RDiveressnsermronanas
b. Bertambah / (berkurang) RP.osomsisssagaiies
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp........cccc.
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula R sscisssicuvarmiiss

b. Bertambah / (berkurang) RDvvisvvnvasancaness

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a-b) Rp....ccoveeeenrnnns

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di .....ccc.covveeennn
pada tanggal .......c.cocevnrvennns

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA
Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desal),
tanda tangan

NAMA
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BURATI TEGALL

UMI AZIZAH
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G.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)
PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA

TAHUN ANGGARAN .....ooovvenviicnnnns
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama
Desa) Tahun Anggaran ...... :

B sauss dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... semula berjumlah RP wsiiiesm s )
bertambah/berkurang sejumlah Rp....... E (PRES ) sehingga
menjadi Rp.......... P (P— ) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula RPssvssessessiinsis
b. Bertambah/(berkurang) Rp..iiiciininnnns
Jumlah PADesa setelah perubahan Rp..................




1.2. Transfer

a. Semula | 14 o SN

b. Bertambah /(berkurang) | 14 o TP

Jumlah pendapatan transfer setelah

Perubahan 24 s JOURRUN
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula 24 o N

b. Bertambah/(berkurang) Rp.ccvirienncnnenn.

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah

setelah perubahan | 24 o TR
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp..................

2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula 33 T,
b. Bertambah/(berkurang) 24 < T
Jumlah setelah perubahan  Rp..................
2.2. Bidang Pembangunan
a. Semula Rp.cecerreniinnnnenn
b. Bertambah /(berkurang) Rp.ccoircirencanee
Jumlah setelah perubahan Rp.......ccceuveeee.
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula 34 s N
b. Bertambah/(berkurang) Rp.oririiininne.
Jumlah setelah perubahan  Rp..................
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula Rp.coviiinniniinnnns
b. Bertambah/(berkurang) 34 o IO
Jumlah setelah perubahan  Rp..................

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula | 24 o TN

b. Bertambah/(berkurang) 13 o
Jumlah setelah perubahan  Rp..................

Jumlah Belanja setelah perubahan 33 o T
Surplus/(Defisit) setelah perubahan RpP.occeeriraiennnnes

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula 34 o S
b. Bertambah/(berkurang) 24 s IR
Jumlah setelah perubahan 34 o T

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp..ccotrrenrnnnne.
b. Bertambah/(berkurang) Rp..covveiininen,
Jumlah setelah perubahan 24 o SO

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp..ccoveerunnnnnnne




Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya
dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di ...c.ccvonssonins
pada tanggal ........c.cceevunuaene

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B TI TEGAL,

/LUMI I

<~
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H. Format DPA

H.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan

Walktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

.....................

RENCANA ANGGARAN BIAYA

................................

...............................

................................

...............................

KECAMATAN.......ccovviiniiaanns

....................

NO.

URAIAN

VOLUME

HARGA SATUAN| JUMLAH
(Rp.) (Rp.)

4 5

JUMLAH (Rp.)

Disetujui
Kepala Desa

Cara pengisian :

.kolom 1:
. kolom 2 :
. kolom 3 :
. kolom 4 :

N O h WD -

9o

diisi dengan nomor urut
diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar
orang/barang

. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa
. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Desa
. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa

kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

BIJPATI TEGAL,

l UMI AZIZAH
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K. Format Buku Pembantu Kegiatan

K.1. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..conssiamsosonres KECAMATAN......occoeviniinainnn
TAHUN ANGGARAN.....iccciiiriiniiiainnernrieennnraneses
No. | Tanggal | Nomor Uraian Penerimaan | Pengeluaran (Rp) | Pengembalian | Saldo Kas
Bulkti dari Kas ke Kas Desa (Rp.)
(Rp) Belanja | Belanja (Rp)
Barang Modal
dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pindahan Jumlah

dari halaman

sebelumnya

lJumlah

otal Penerimaan Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas
Kaur/Kasi...... T PR
fisasinmnissiimsus ek esg s vomanspymasd ST )

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.
Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH




K. Format Buku Pembantu Kegiatan

K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

DEBA:: i KECAMATAN.....cccvvirtnerennnnns
TAHUN ANGGARAN......cccotmrarnccnrenienirssisnsssesnnes
Nama Kegiatan: ..c.casiiieoseassnsmsoisvons
No
. [Tanggal| Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas
Bulkti Uang (Rp) Barang/ |Bukti Setor (Rp.)
Tenaga ke Kas
(Volume) Desa
1 2 3 4 5 6 7 8
Pindahearn-
LJumlah dari
halaman
sebelumnya
JJumlah
Total

Cara pengisian:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

: diisi dengan nomor urut.

: diisi dengan tanggal transaksi.

: diisi dengan nomor bukti transaksi.

: diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

: diisi dengan jumlah uang yang berikan.

: diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

: diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa
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M.1. Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

----------------------------------

Bidang

Sub Bidang
Kegiftari @ =<' 3 Gicscessoavissimaisase
Waktu Pelaksanaan R SR PR e

--------------------------------------

......................................

N
o URAIAN PAGU PENCAIRAN | PERMINTAA JUMLAH SISA DANA
ANGGARAN S.D. YG N SAMPAI SAAT
LALU SEKARANG INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
UMLAH
................. ' .. 20.
Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa, Kaur/ Kasioiossnseevesisoiis
- Fesssisiviavimsaisansnanprenmnesonsassyent
Disetujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa, Kaur Keuangan,

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.

4. Kolom 1 : dengan nomor urut.

5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan,
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
10. 10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

BUPATI TEGAL
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M.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA ...ciiiieeeeneinnn, KECAMATAN .c.coinsissarivissevsvivesssio
TAHUN ANGGARAN ...............
BIdeif = Taweaanismanieviesviiang
SUbBIAANE foiamsinissassssiveniss
Kegiatan @ ..coiieecciveniinicenisnennnn.
NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4
JUMLAH (Rp.)
I

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cara pengisian:

@ NV h W=

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.

kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.
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Q. Format Buku Pembantu Kas Umum

Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

..................................

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
JUMLAH
Kaur Keuangan

Cara pengisian :

Kolom 1  : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan
pajak) atau pengeluaran (dari penyetoran pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom S : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara

BUPATI TEGAL,




Q. Format Pembantu Buku Kas Umum

Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR

No. | Tanggal | Nomor Uraian Penerima | Pemberian | Pertanggung- Saldo
Bukti (Rp) jawaban Panjar (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa

BUPATI TEGALL
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R. Format Kuitansi

Kantor Desa : <,..Nama Desa... >
Kabupaten : <...Kabupaten...>

Tanda Bukti Pengeluaran Uang
—_—————

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <... Nama Desa ...>
Uang sebesar : Rp <...Jumlah dalam angka... =
(... Jumlah dalam huruf...)
(... Jumlah dalam huruf lanjutan...)
Sebagai pembayaran  : <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).,....>
...... Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja).....>

<....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

Catatan Keuangan
<...Desa...>, <...igl, bin, th...>

Yang Member Yang Menerima

<,.Nama Pemberi..> <..Nama Penerima..>

lUMI AZIZAH



S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh

SEMESTER PERTAMA

KODE REKENING

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
ANGGARAN

(Rp)

SUMBER
DANA

d

|PENDAPATAN

|PADesa

|Hasil usaha

. |<Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain-lain

R IR RIS R AR AR 0

W W] ] =] =
[y

Penerimaan dari Hasil Kerjasama
[Antar Desa

E -
w
—

. |<Obyek Pendapatan>

|dst...

JUMLAH PENDAPATAN

[BELANJA

Ixielenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan Belanja

ghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
L‘Nnjangan Kepala Desa

01|S5]1

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap & Tunjangan
IKepala Desa

. |<Rincian Obyek Belanja>

[Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

yanan administrasi umum dan
dudukan (Surat
Pengantar /Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

[Belanja Barang dan Jasa

ja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

|Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk

tan Sarana Prasarana
I;"erpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

[Belanja Modal




W
w
£

Belanja Modal Gedung dan
|Bangunan

-
—

05

5| 3] 4 | ... |<Rincian Obyek Belanja>

[9)]

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

00

Penanggulangan Bencana

00

Belanja Tak Terduga

00

00 Belanja Tak Terduga

| v W nj Wn
ey ey SN Y =

00

wij ;)
RIS B

00 | 00 [Belanja Tak Terduga

dst

L JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SiLPA Tahun Sebelumnya

1 | 1 [SiLPA Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

1 Pembentukan Dana Cadangan

||| || D
(S E SN NS A i

2 | 1 |Pembentukan Dana Cadangan

dst

[SELISIH PEMBIAYAAN

arapeansian

Kepala Desa, ....cocivneiviannns

Cara pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;

b. Sub Bidang; dan

c. kegiatan.

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan;

b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan.

Bagian Belanja diisi:
a, belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.
diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c}
terkait

AT TEGAL@
—
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T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA

NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi
halaman
I Laporan Realisasi APBDes
Il Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas
Pendapatan Asli Desa
Dana Desa
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Propinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten
Pendapatan Lain lain
Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Pembiayaan
Aset Desa
Penyertaan Modal Desa

b

Mo oM oM M oM M MMM M MMM K MM oMo

*F B T HE OE X REETTTOONOTGUEW
oM oMM

Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
Lampiran '@ - cacaavasicsin i

o

1 UMI AZIZAH



T.2.a. Format Laporan Realisasi APE Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA

PEMERINTAH DESA ABC

Kecamatan KLM

Kabupaten XYZ

TAHUN ANGGARAN 20x1

. . (Lebih)/
Ref Anggaran Realisasi o
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa c.2 HXXLKXX XXX XXX XXX
Pendapatan Transfer
Dana Desa c3 XXX.XXX KKK XXX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah C4 XK XNK FHOLHRX XXX
Alokasi Dana Desa c5 XXX pioe o d RXX
Bantuan Keuangan Propinsi C.6 KXX.XXX HOOELXXX XXX
Bantuan Keuangan Kabupaten C.7 XXX.XXX poodbls o XXX
Pendapatan Lain lain Cc.8 XXX, XXX XXX XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN 3. XXX.00K X XXX XXX X.XXX
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9 dan C15 XXX XXX XXX.XXX XXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 KX XHN XX XXX XK
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11 dan C15 XXX.XXX FRK XXX XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan C15 KK XXX XXX, XXX XXX
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan  C.13 dan C15 AXXKLXKK FOOEL XK XXX
Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA C.14 3.2, XXX X.2000, 306X X.XXX
SURPLUS/(DEFISIT) XXX b, 0. 65,804 XX
PEMBIAYAAN C.15
Penerimaan Pembiayaan NEK.KXX XXN.XXX XXX
Pengeluaran Pembiayaan XXX XHK XX XKX XXX
PEMBIAYAAN NETTO XX XXX XX XXX XX
SILPA TAHUN BERJALAN XXX XXX X

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupskan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BYPATI TEGAL,
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T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM,
Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

A. Informasi Umum
Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan
Bupati No. ........ creseransreoncas Tanggal .....c.ceeeeerivennes , saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC
1. Kepala Desa : X30KX
2. Sekretaris Desa : YYYYY
3. Bendahara Desa : ZZZZZ
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di ....c.coeeveeerecnencncrecnens , Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten

B. Dasar Penysjian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga
perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat
kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1 XXX
Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XXX
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan XXX
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan POIX)
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XXX
Saldo Kas per 31 Desember 20x1 X.XXX
2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
N (Lebih)/
Anggaran Realisasi Kkurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha poe By poo oo XXX
b. Hasil Aset EXX. XXX XXR.XRX XX
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong XXX, XXX XXX.XRX XXX
d. Lain-lain PADes yang sah XXX.XXX JOOULXXX HXK
KK XXX b & -2 HXX

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana
Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

N (Lebih)/

Anggaran Realisasi kurang
Tahap 1 YOO XKX XXX, XXX XXX
Tahap 2 FOOX JOK XXX, XXX XXX
XRR XXX JOOX, XXX X

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

N (Lebih)/

Anggaran Realisasi kurang
Tahap 1 XX KKX XXX, XXX XXX
Tahap 2 YORX. KKK XKR. XXX XRX
......... XX KKK RXR.KXX XK
RRX KKK JOX. XKX XHX




8.

10,

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:

......... XKX.KXX REX XXX XXX
Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ........... adalah sebagai beikut:
N {Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
.................. XXX XKX XKR. XXX XXX
.................. XXX.KKX XRX.XXX XXX
XXX XXX XK KKK XKX
Bantuan Keuangan Kabupaten
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten........... adalah sebagai
I (Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
.......... XXX XKX XK. XXX bleed
.................. XXX, KRX XRX.XXX XXX
KKK, XKX XRX.XXX XXX
Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:
s | (LebiD)/
Anggaran Realisasi kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa poo e d XK. XXX XXX
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak
ketiga XXX KXK XXX XKX XXR
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Desa O, XXX X, XXK XXX
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga XXX.XXX XXX.XRX RXX
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas
Desa KXX.XKX XXXXXX blood
Bunga bank XXX XXX TOCX. XXX XXX
Lain-lain pendapatan yang sah XXX XXX XXX, XXX XXX
XXX XXX XHR.KXKX XXX
Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari;
o {Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
Belanja Pegawai XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa RXX. XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal K. XXR ploo &o o XXX
KRX. XXX XK, XRX XX
Belanja - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
. {Lebih)/
Anggaran Realisasi 1 g
Belanja Barang dan Jasa TR XXX XXX XXX X
Belanja Modal RXR.XXX K XXX bios s
XHK.XKX UK. XRX 0K




11.

12.

13.

14.

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

(Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
Belanja Barang dan Jasa JOOULKXRX FOOU KKK RRX
Belanja Modal XXX. XXX RXX. XXX XXX
JOOK. XK XX XXX XXX
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
. {Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
Belanja Barang dan Jasa XXX . XXX XXX KKX XXX
Belanja Modal XK, XXX XK. XXX XXX
KX XKX YOOX. XXX XX

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan
darurat sebagai berikut
Anggaran Realisasi m)gl
................ KKX.KRK KRX.KXX bloied
................ XL, XX XK. XXX XXX
XRX.XXR XXX KKK XXX
Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut
Anggaran  Realisasi (ll‘eb'h) é
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa KX XXX poo Boed XXX
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa XXX XKR 300X 300X XXX
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa XX XRX XK XXX RXX
Tunjangan BPD RXR. 00X 00X, 30X plood
KKK, KKK XK, XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Kantor pros Boe JOOR. XXX XXX
Belanja Jasa Honorarium FOOU, XKX XXX, XXX RXX
Belanja Operasional Aparatur Desa XXX XXX 00K, 300X XXX
Belanja Jasa Sewa DX XXX XXX XXX oo d
Belanja Operasional Perkantoran XK. XXX JOOX, XKX KRX
Belanja Pemeliharaan XXX XXX XK, KKK XXX
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat X XXX XK. XXX XXX
XXX.XXX XXX . XXX XXX
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadean Tanah oo B FORX. KRX XXX
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat XXX XXX XXX, XXX XXX
Belanja Modal Kendaraan XXX XXX XOLKXRX XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan FXR,KXRX XX, XXX XXX
Belanja Modal Jalan ROXH. XKX XX XXX JRX
Belanja Modal Jembatan JOX. XXX XRX. XXX XXX
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase FOK. XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Jaringan/Instalasi RXX.XKX XXX XXR XXX



Belanja Modal lainnya

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Sub Bidang Penyclenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,

Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan

Bidang Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Bidang Kawasan Permukiman

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Bidang Pariwisata

Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM)
Sub Bidang Dukungan Penanaman Maodal
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Keadaan Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak.

XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX, XXX bloled
N Lebih
Anggaran Realisasi (ku )/

XXX . XXX XXX XXX XXX
JOCX . XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX. XXX XXX
OX. XXX XXX, XXX blood
XXX XXX XXX XXX RXX
JOTR, XXX AR XXX bre o4
bo o B poe o xxXR
KRR XXX FOKX. XXX XXX
XXX XKX XXX XXX XXX
XXX, XXX oo oo d XXX
XXX XXX XK. XXX XXX
KXR.XXX RXK, XXX XXX
KXX XKX XXX XXX XXX
XXX XXX XRR XXX XXX
XXX XXX KK, XXX XXX
XXR XXX RHK. XXX X
KRR, XXX KXX XXX XXX
RXX. XXX 0K XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
KRR XXX XXX XXX X
KX XXX XXX XXR XXX
XXX XXX XXX XKR XX
XXX.XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
KXX.XXX boo oo d XXX
XXX, XXX KKK XXX XRX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX, XXX poo o XXX
JOLX XXX XXX XXX XXX
RXX. XXX XX XXX XXX
KX, XXX XXX, XXX XX
XXX XXX XX XXX XXX




16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

17.

18.

19,

Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya

2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa

Aset Desa
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

Tanah

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendaraan

Gedung dan Bangunan

Jalan

Jembatan

Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase
Jaringan/Instalasi

Aset Tetap lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Anggaran Realisasi (Lokih)/
kurang

XXX XXX XXX. XXX XXX
KKK XXX XXX.XXX XXX
XXX XXX blo.o-dbie:0.4 XXX
XXX XXX XXX, XXX HXK
KXH.XKK XK, KKK XXX
KKK KKK XXX XXX o
KKK XKX XK. XXX XXX
XK. XXX K. XXX XXX
XXX XXX XXX XKX AKX
Penambahan/

20x0 20x1 (Pengurangsn)
XKL XXX KX, XXX XXX
KKK XXX XKX.XXK XXX
XXX XXX HHK. XXX XXX
0L XXX XKX. XXX XXX
XXX.KXX KX XXX XXX
XX, XXX XXX XXX bo.0.4
HRX.L XXX 3OO0 XXX XXX
XXX, XXX X0 XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX KN XXX XX
XXX XXX XXX XXX XXX

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

BUMDes XXX
BUMDes YYY

dst

Penambahan/
20x0 20x1 (Pengurangan)
XXX XXX 300X X
KHXLXXX XXX XXX XXX
XX XXX XXX XXX XXX
$0.0.85.9.0.4 XXX XXX XXX

UMI AZIZAH
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VI Jembatan

1 Jembatan XYZ Lokasi di .............., 50m 2014 40,000,000
VII Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase

1 Embung XYZ, Lokasi di .............. 2014 40,000,000

VIII Jaringan/Instalasi
1 Jaringan Listrik Desa, Lokasidi ............. 2014 120,000,000

IX Aset Tetap lainnya
1 Sapi 3 ekor 2014 30,000,000

X Konstruksi dalam Pengerjaan
1 Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi Konstruksi 20165,000,000
Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx 485,000,000

*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

Baik

UMI AZIZAH
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T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA

NOMOR .....
TENTANG

TAHUN.....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB

DESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa
Kecamatan = 1 .ciiiiniineriosisesnenns
Kabupaten. = faiceaiaainesiaainie
Provingi = FusolhscosiiGeoasissiiestie
Kegiatan Anggaran
No. | Program Lokasi | Volume Sumber Dana

Jenis

Satuan Jumlah

Kepala Desa

L
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